
  

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  WALIKOTA  MOJOKERTO 

NOMOR   13    TAHUN  2020 

TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan 

Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Dana Alokasi 

Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 

Kelurahan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota 

Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6410); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3242) ; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206) ; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
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  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2020 ; 

  17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Swakelola ; 

  18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahahn atas 

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

  19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Mojokerto Tahun Anggaran 2020; 

  20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Mojokerto Tahun Anggaran 2020 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. 

5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian 

wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 

jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanju:nya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU 

Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kota 

untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

 

 

BAB II 

ALOKASI DANA 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota ini menetapkan besaran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 

yang bersumber dari DAU Tambahan dengan rincian sebagai 

berikut: 
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No. KELURAHAN 
DAU TAMBAHAN 

(Rp) 

I KECAMATAN MAGERSARI  

 1. Kedundung 350.000.000,00 

 2. Gedongan 350.000.000,00 

 3. Balongsari 350.000.000,00 

 4. Magersari 350.000.000,00 

 5. Wates 350.000.000,00 

 6. Gununggedangan 350.000.000,00 

II KECAMATAN KRANGGAN  

 1. Kranggan 344.962.600,00 

 2. Miji 350.000.000,00 

 3. Meri 339.552.400,00 

 4. Sentanan 350.100.000,00 

 5. Jagalan 350.075.000,00 

 6. Purwotengah 350.000.000,00 

III KECAMATAN PRAJURITKULON  

 1. Surodinawan 350.090.000,00 

 2. Prajuritkulon 350.000.000,00 

 3. Blooto 350.100.000,00 

 4. Mentikan 350.030.000,00 

 5. Kauman 350.600.000,00 

 6. Pulorejo 350.000.000,00 

 JUMLAH 6.285.510.000,00 

 

(2) Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan untuk masing-masing kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dengan 

memperhatikan kebutuhan, karakteristik, dan luas wilayahnya 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 

Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 

2020. 

 

Pasal 3 

Sasaran dari kegiatan ini adalah: 

a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan 

b. pemberdayaan mayarakat di Kelurahan. 
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BAB III 

KETENTUAN Pis  

Pasal 4 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 11 Pebruari 2020 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 11 Febrtiari 2020 
SEKR i v  vv,~ ___w - OTA MOJOKERTO 

SEK AT' 
RLISTYATI S.H. M.Si. 

BE 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19610519 198603 2 006 

OTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 83/A 


